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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

 PROVINSI SULAWESI SELATAN 

                                    NOMOR : 242/IX/TAHUN 2018   7/ I/ TAHUN 2015   

TENTANG 

 

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH  DIKAITKAN 

DENGAN PEMBERIAN  INSENTIF  PEMUNGUTAN  PAJAK DAERAH  

   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan  kinerja pegawai Badan 

Pendapatan Daerah, perlu dilaksanakan penegakan disiplin 

yang dikaitkan dengan pemberian insentif demi memperlancar 

pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; 

  b. bahwa tingkat kehadiran yang diukur dari absensi pegawai 

Badan Pendapatan Daerah menjadi ukuran pemotongan 

Insentif Pajak Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi  Selatan 

tentang Penegakan Disiplin Pegawai Badan Pendapatan 

Daerah Dikaitkan Dengan Pemberian Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5049);   

  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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  4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  5.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 

  6.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 256) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296); 

  7.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273); 

  8.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 293); 

  9.  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 86); 

  10.  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 

Nomor 99); 
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  11.  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018 Nomor 52). 

 
                             MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU : Penegakan Disiplin Pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Dikaitkan Dengan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah. 

KEDUA : Pemberian insentif dikaitkan dengan upaya pembinaan 

kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari. 

KETIGA : Untuk mencapai sasaran pembinaan disiplin dan prestasi kerja 

pegawai, maka selain pembagiannya didasarkan pada pangkat, 

jabatan, golongan, tingkat jasa, peran serta, beban pekerjaan, 

dan beban tanggung jawab masing-masing pegawai dalam 

melaksanakan tugas, juga dikaitkan dengan tingkat kehadiran. 

KEEMPAT : Besaran  insentif yang diperoleh diatur secara berjenjang yang 

dikaitkan dengan absensi pegawai dan ditetapkan pada Rapat 

Tim Pembagi Insentif setiap Triwulan. 

KELIMA : Kriteria Pemberian Insentif yang dikaitkan dengan penegakan 

disiplin pegawai sebagai berikut : 

1. pengurangan Insentif dilakukan terhadap pegawai yang 

tingkat  kehadirannya tidak mencukupi jumlah hari kerja, 

atau tidak mengikuti penugasan lainnya dalam periode 

bulan pembagian. 

2. pengurangan Insentif dihitung berdasarkan persentase 

yang ditetapkan menurut jumlah ketidakhadiran yang 

dibuktikan dengan daftar hadir atau absen sidik jari. 

  3. Besarnya Persentase pengurangan Insentif sebagaimana 

dimaksud Angka 2 ditetapkan sebagai berikut: 

a. tidak Hadir karena sakit dengan Surat Keterangan 

Dokter: 

1) 4 – 5 hari dikurangi 5% (lima persen); 

2) 6 – 10 hari dikurangi 10% (sepuluh persen); 

3) 11 – 15 hari dikurangi 25% (dua puluh lima persen); 

dan 

4) 16 hari atau lebih dalam sebulan dikurangi 50% (lima 

puluh persen). 

b. tidak hadir karena sakit tanpa Surat Keterangan Dokter: 

1) 3  hari dikurangi  5% (lima persen); 

2) 4 – 5  hari dikurangi  10% (sepuluh persen); 
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3) 6 – 10 hari dikurangi  30% (tiga puluh persen); 

4) 11 – 15 hari dikurangi  50% (lima puluh persen); dan 

5) 16 hari atau lebih dalam sebulan dikurangi 75% 

(tujuh puluh lima persen). 

c. tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Opname di Rumah Sakit akan diatur lebih 

lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui 

rapat Tim Pembagi Insentif. 

d. tidak hadir karena izin: 

1) 3 hari dikurangi  10% (sepuluh persen); 

2) 4 – 5 hari dikurangi  15% (lima belas persen); 

3) 6 – 10 hari dikurangi   30% (tiga puluh persen); 

4) 11 – 15 hari hari dikurangi 60% (enam puluh persen); 

dan 

5) 16 hari atau lebih dalam sebulan dikurangi 80% 

(delapan puluh persen). 

e. tidak hadir karena Cuti Besar dikurangi 60% (enam 

puluh persen). 

f. tidak Hadir karena Cuti Bersalin dikurangi: 

1) bulan I      0% (nol persen); 

2) bulan II   15% (lima belas persen); dan 

3) bulan III  25% (dua puluh lima persen). 

g. tidak Hadir karena menjalankan surat tugas belajar/ 

Pendidikan: 

1) sampai dengan 6 bulan  0% (nol persen); 

2) lebih dari 6 bulan s/d 1 tahun dikurangi 10% 

(sepuluh persen); 

3) lebih dari 1 tahun s/d 2 Tahun (S2) dikurangi 20% 

(dua puluh persen); dan 

4) lebih dari 2 tahun s/d 4 Tahun (S1 dan S3) dikurangi 

25% (dua puluh lima persen). 

h. tidak Hadir tanpa pemberitahuan (Alpa): 

1) 1 hari  dikurangi  5% (lima persen); dan 

2) mulai 2 hari ke atas, setiap hari dikurangi 10% 

(sepuluh persen). 

i. hadir tetapi tidak mengikuti Apel Pagi/Upacara: 

1) 6-10 kali dikurangi     5% (lima persen); 

2) 11-15 kali dikurangi 10% (sepuluh persen); dan 

3) 16 kali atau lebih dikurangi 20% (dua puluh                      

persen). 

j. tidak melaksanakan kegiatan upacara/olahraga/Petugas 

Upacara/ Kegiatan lainnya yang diperintahkan 

berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan 

Daerah dikurangi 10% (sepuluh persen)/Hari. 
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k. tidak Hadir karena Cuti Alasan Penting tidak dikenakan 

pemotongan, yaitu: 

1) Cuti Menikah (paling lama 5 hari kerja); 

2) Cuti menjalankan ibadah Haji (paling lama 40 hari 

kerja); 

3) Cuti menjalankan ibadah Umroh (paling lama 12 hari 

kerja); dan 

4) Cuti Tahunan (paling lama sesuai jumlah Cuti 

Tahunan yang tersisa setiap tahun berdasarkan 

keputusan Pemerintah).   

4. Terhadap pegawai Badan Pendapatan Daerah yang mulai 

melaksanakan tugas secara nyata di atas tanggal 15 pada 

bulan berkenaan maka pemberian insentif akan 

diperhitungkan pada bulan berikutnya. 

5. Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang menjalankan 

tugas di Daerah lain, dapat diberi insentif paling tinggi 50% 

(lima puluh persen) dari insentif yang seharusnya diterima. 

Pemberian insentif tersebut didasari bukti kehadiran dan 

Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah tempat 

bertugas, bahwa yang bersangkutan sungguh-sungguh 

menjalankan tugas secara baik di tempat penugasannya. 

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya 

berwenang memberikan pengecualian atas ketentuan 

tentang pemotongan insentif berdasarkan hasil rapat Tim 

Pembagi Insentif.  

KEENAM : Pengawasan dan pengendalian dilakukan pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian dalam rangka efektifitas pengawasan 

dan pengendalian administrasi pembukuan dan pelaporan 

secara transparan dan akuntabel dengan membuat 

rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran setiap pegawai 

yang dibuktikan dengan hasil cetak/print out absen sidik jari 

dan/atau absen manual paling lambat tanggal 5 setiap bulan 

berikutnya.           

KETUJUH : Ketidakhadiran pegawai ditandai dengan kode/simbol huruf 

sebagai berikut: 

1. tidak hadir karena alpa diberikan kode huruf A. 

2. tidak Hadir karena sakit diberi kode huruf S. 

3. tidak hadir karena sakit yang disertai Surat Keterangan 

Dokter diberi kode huruf SDk. 

  4. tidak hadir karena sakit disertai surat keterangan opname 

diberi kode huruf Sop. 

5. tidak hadir karena Izin diberi kode huruf I. 

6. tidak hadir karena cuti diberi kode huruf C. 

7. tidak hadir karena tugas belajar diberi kode hutuf TB. 

8. tidak hadir karena menjalankan tugas kedinasan di luar 

kantor diberi kode huruf TL.  
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KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

7/I/TAHUN 2015 tentang Penegakan Disiplin Aparat Dinas 

Pendapatan Daerah Dikaitkan Dengan Pemberian Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal  03 September 2018    

                                                                

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 
 
 

 
 
                                                            

Drs. H. TAUTOTO T.R, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Madya 

NIP.       : 19640811 199303 1 006 
 
 

TEMBUSAN: 
1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar; 

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar; 
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. 
 


